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BAB I
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan Pembahasan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya,
maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan sanksi pidana penjara terhadap narapidana anak di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1l B Tasikmalaya yaitu di pisahkan dari narapidana
dewasa. Selain adanya pemisahan tersebut, narapidana anak juga diberikan
pembinaan yang meliputi :

a. Pembinaan Mental : Pembinaan ini dimaksudkan untuk
menyembuhkan dan menghilangkan rasa cemas, gelisah, perasaan
bersalah, dan perasaan rendah diri yang dimiliki oleh narapidana anak.

b. Pembinaan Sosial : Tujuan yang akan dicapai dalam pembinaan sosial
ini adalah agar narapidana anak dapat mengembangkan kepribadiannya
untuk bekal hidup di dalam masyarakat kelak.

c. Pembinaan Keterampilan : Dalam pembinaan keterampilan ini, sasaran
yang ingin dicapai yaitu untuk memupuk dan mengembangkan bakat
yang dimilik oleh narapidana anak dengan cara menyelenggarakan
kursus pengetahuan, memberikan latihan kerajinan seperti mengukir,

membuat sapu, membuat kursi, menjahit, dan membordir.

2. Alasan ditempatkannya narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas Il B Tasikmalaya yaitu meliputi :
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a. Alasan Umum : Alasan ini disebabkan karena daerah atau Kota
Tasikmalaya belum dibangun Lembaga Pemasyarakatan Anak, adanya
penempatan anak pidana yang sifatnya hanya sementara waktu, dan
sisa masa pidana narapidana anak yang kurang dari satu tahun.

b. Alasan Khusus : Alasan ini dimaksudkan karena adanya permintaan
dari pihak keluarga, permintaan dari anak pidana itu sendiri; dan alasan

keterbatasan ekonomi yang kurang mendukung.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis diakhir Penulisan
Hukum / Skripsi ini ingin memberikan saran, agar pelaksanaan sanksi pidana
penjara terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il B
Tasikmalaya menjadi lebih efektif.

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana anak tidak cukup hanya
dengan memberikan pembinaan mental, pembinaan sosial, dan pembinaan
keterampilan saja. Selain itu, pembinaan khusus yang diberikan kepada
narapidana anak yaitu berupa konsultasi psikologis, yang meliputi :

1. Aspek Kognitif : Merupakan aspek yang berfokus pada kepintaran dan
kecerdasan anak.

2. Aspek Afeksi : Merupakan aspek yang berfokus pada rasa kasih sayang.

3. Aspek Perilaku : Merupakan aspek yang berfokus pada sikap dan perilaku

dari narapidana anak itu sendiri.
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